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ABSTRAK

Kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seiring dengan
perkembangan zaman. Oleh karena itu penyebab timbulnya suatu kejahatan tidak
lagi disebabkan oleh faktor keturunan akan tetapi juga disebabkan oleh faktor
lingkungan (social dan_fisik). Salah satunya jenis kejahatan yang sering terjadi
adalah tindak pidana perkosaan yang merupakan bentuk kekerasan terhadap
perempuan sebagai obyek seksual laki-laki. Tindak pidana perkosaan merupakan
salah satu masalah hukum yang sangat penting dikaji secara mendalam mengenai
perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah : (1)
Bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap
korban tindak pidanas'perkosaan; (2) Apakah faktor-faktor .yang menjadi
penghambat dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap korban
tindak pidana perkosaan pada putusan Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.

Penelitian ini dilihat dari jenis penelitiannya termasuk tipe penelitian
observational research atau penelitian dengan cara survey yang dilakukan dengan
mengamati secara langsung di lapangan. Penelitian ini bersifat deskripsi atau
deskriptif, yaitu'penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci
mengenai tinjauan terhadap perlindungan korban tindak pidana perkosaan dalam
putusan Nomor : 457/Pid.B/2018/PN.Bkn. Dalam pengumpulan data penulis
menggunakan metode dokumentasi dan wawancara.

Dari hasil penelitian terdapat dua hal yang menjadi masalah pokok,
Pertama upaya perlindungan korban tindak pidana perkosaan masih belum
berjalan dengan baik, karena dalam system peradilan pidana masih berfokus pada
pelaku kejahatan saja sehingga: hak-hak yangzmenjadi korban selama ini masih
terabaikan. Hal ini dapat diketahui pada-proses penegakan hukum dan peraturan
perundang-undang yang selama ini kurang diperhatikan bagaimana proses
pemberian perlindungan hukum tersebut berjalan dengan baik. Kedua, dalam
upaya pemberian perlindungan hukum. terhadap korban memiliki beberapa
hambatan salah satunya dikarenakan keinginan korban yang enggan untuk
melapor dikarenakan rasa takut dan malu. Disisi.lain keterbatasan fasilitas, sarana
prasarana dan lembaga yang. berwenang juga-akan menjadi hambatan dalam
pemberian upaya perlindungan terhadap kerban tindak pidana

Kata Kunci : Korban, Tindak Pidana, Perkosaan
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ABSTRACT

Crime grows and develops in society along with the times. Therefore the
cause of a crime don't longer caused by heredity but it's also caused by
environmental factors (social and physical). One type of crime that often occurs is
a crime the rape whichuis a form the violence against.women as a male sexual
object. The crime.of rape is one.the most important legal issues studied in depth
regarding legal protection victims of rape crimes.

As for the problems in this writing are : (1) How the application of the law
for the protection the witnesses and victims the victims of rape crimes; (2) Are the
factors that become obstacles in-the effort:to provide legal protection for victims
of rape crime in decisions:No:"457/Pid.B/2018/PN.Bkn,

This research IS seen from the type of research including the type of
research by means of survey conducted by observing directly-in the field. This
research description is a research that provides a clear and detailed description
review of _the protection victims the rape  crimes. in decisions
No0.457/Pid.B/2018/PN.Bkn. The author uses in data collection the method of
documentation and interviews.

From the results of the study there are two main. issues, First, the efforts to
protect victims of rape are still not going well, because the criminal justice system
is still focused.on the perpetrators of crimes so that the rights of victims so far are
still neglected. This can be seen.in.the process.oflaw enforcement and legislation
which so far has not paid attention to how the process of providing legal
protection is going well. Secondly, in the effort to provide legal protection to
victims, there are several obstacles, one of which is the vietim's reluctance to
report due to fear and shame.“Onthe jother/hand, limited facilities, infrastructure
and authorized institutions will also become obstacles in providing protection
measures for victims of criminal acts.

Keyword : Victim, Criminal Act, Rape
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

bahkan tindak pidana perkosaan buka

melainkan juga terjadi didaerah pedesaan yang relatif masih sangat memegang
teguh nilai-nilai tradisi dan adat istiadat mereka (Mulyadi, 2004, p. 17).
Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan bahwa “Tindak pidana perkosaan
merupakan suatu usaha untuk melampiaskan hawa nafsu seksual seorang lelaki
terhadap seorang perempuan yang mana dengan cara menurut moral dan atau

hukum yang berlaku itu melanggar” (Wahid & Irfan, 2001, p. 40). Kejahatan



sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan
pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah
merupakan persoalan yang sederhana terutama dikalangan masyarakat yang
sedang mengalami perkembangan_seperti Indenesia ni. Rasa damai dan tentram
selalu diusik oleh berbagai sisi lainnya, yaitu sebuah kejahatan yang terjadi dalam
berbagai bentuk dan perwujudannya’serta medus operandinya yang akan selalu
terus berkembang.

Menurut (Yulia R. , 2010, p. 72), masalah kejahatan yang mengganggu
kesejahteraan sosial merupakan suatu masalah dalam kehidupan manusia dan
bahkan yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan itu juga manusia. Karena
itulah sehingga kita mutlak dan memerlukan apabila Kita memiliki pandangan
yang benar mengenai manusia. Perbuatan kejahatan berwujudkan merugikan
(materiil dan Imateriil) yang-di derita si korban, menimbulkan ketidaknyamanan
sosial, sehingga harus dicegah dan diselesaikan lewat suatu peradilan pidana.

Perumusan bentuk kejahatan dan bentuk dari perilaku menyimpang yang
menyeluruh sangat berbeda-beda tergantung pada suatu pemikiran dari individu
tertentu beserta keterikatan' .metodologisnya, yang mana menimbulkan
pertengkaran-pertengkaran semantik dan ideologis yang berkepanjangan. Oleh
sebab itu, pemahaman akan bentuk kejahatan perlu mencakup tindakan dalam
mengindentifikasi para pelanggar-pelanggar hak-hak asasi manusia: oleh siapa,
terhadap siapa, bagaimana dan mengapa.

Kejahatan kesusilaan (Moral Offenses) dan pelecehan seksual (Sexual

Harassment) merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja
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merupakan masalah (hukum) nasional suatu negara akan tetapi sudah merupakan
suatu masalah (hukum) semua negara-negara yang ada di dunia ini dan merupakan

suatu masalah global yang cukup serius. Apalagi masalah seperti ini hanya

susilaan dan
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pula hal-hal tase dari kasus

melibatkan diplomat negara asing disuatu negara sering berlindung dibalik
diplomatik sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Wina tentang
Hubungan Diplomatik (Vienna Convention on Diplomatic Relations,1986),
sehingga luput dari yurisdiksi kriminil negara yang bersangkutan sekalipun

korban (warga negara setempat) mengalami tekanan jiwa dan harus memperoleh

perawatan psikiatris untuk jangka waktu yang lama.



IS Susanto berpendapat bahwa “Kejahatan seksual terhadap kaum wanita,
khususnya perkosaan disatu sisi dipandang sebagai sebuah kejahatan yang sangat
merugikan dan mencemaskan, bukan saja wanita akan tetapi juga masyarakat dan
kemanusiaan, namun. disisi lain_terdapat.realitas sosial..budaya yang justru
menyuburkan perkosaan seperti mitos-mitos yang berkaitan dengan jenis kelamin,
budaya diskriminatif, budaya tukang sulap; budaya hukum yang tidak adil”.

Masalah kekerasan seksual di Indonesia, khususnya terhadap wanita perlu
mendapat perhatian yang lebih intensif dan serius lagi. Persoalan itu terus
berkembang hingga sekarang, dapat dikatakan tidak ada perubahan yang berarti
meski struktur dan budaya masyarakat berkembang menuju kearah modern, citra
terhadap wanita nyaris tidak berubah sehingga para wanita rentan menjadi korban
dari kejahatan seksual (Surya, 2016). Kekerasan sosial ini tidak hanya
menimbulkan dampak yang secara fisik, tetapi juga dampak secara mental. Dapat
disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana juga berkaitan dengan merubah,
menambah dan" menghapus rumusan Undang-Undang hukum pidana dalam
rangka mewujudkan peraturan hukum pidana yang lebih baik (Kuantan, 2014).

Hal ini mengingat karena adanya kecenderungan bahwa korban wanita
sering terabaikan oleh lembaga-lembaga kompeten dalam sistem peradilan pidana,
yang mana seyogyanya memberikan perhatian dan kepedulian yang cukup
berdasarkan hukum. Maka hukum yang disarankan dalam kondisi demikian terasa
sempit dan sering kali tidak mengenai sasaran. Hal tersebut tidak seharusnya
terjadi, sebab bagaimanapun juga korban tetap mempunyai hak untuk

diperlakukan adil, dan dilindungi akan hak-haknya (Rukmini, 2009, p. 7).



Prinsip kewajiban Negara menurut konvensi wanita : menjamin hak-hak
wanita melalui hukum dan kebijaksanaan, serta menjamin hasilnya (Obligation of
Results); menjamin pelaksanaan praktis dari hak-hak itu melalui langkah-langkah
atau aturan khusus menciptakan_kondisi_yang kondusif.untuk meningkatkan
kemampuan akses wanita pada peluang dan kesempatan yang ada; Negara tidak
saja menjamin tetapi juga merealisasikan: hak-hak wanita; tidak saja menjamin
secara de jure tetapi juga secara de facto; Negara tidak saja harus mengaturnya di
sektor publik tetapi juga terhadap tindakan dari orang-orang dan lembaga di
sektor privat (keluarga) dan swasta. (Firdaus, 2014, p. 52)

Siapa pun orangnya, menjadi korban dari sebuah kejahatan merupakan
sesuatu hal yang tidak akan pernah diinginkan setiap orang. Dalam hal kasus
kekerasan seksual sangat sering pelakunya itu adalah orang yang berada dekat
dengan kehidupan sehari-harinnya. Dengan kata.lain bahwa sebelumnya si pelaku
telah dikenal oleh si korban, bahkan bisa saja mereka sangat dekat sekali, atau
bisa jadi pelakunya merupakan salah satu dari anggota keluarganya juga. Melihat
pada proporsi yang sebenarnya, semua kejahatan khususnya kekerasan seksual
adalah sebagai hasil dari perinteraksian antar.pelaku dan korban (Yulia R. , 2010,
p. 12). Tidak ada maksud untuk menyalahkan atau menyudutkan korban, dalam
beberapa bentuk kejahatan kita sering melihat bahwa korban sering juga memicu
terjadinya akan terjadinya sebuah kejahatan yang menimpa dirinya. Hal ini
terlepas dari sikapnya apakah disadarinya atau tidak disadarinya secara langsung
maupun tidak langsung. Meskipun demikian, dalam kedudukannya sebagai

korban, kita juga perlu untuk melihat bahwa korban merupakan pihak yang



mengalami penderitaan dan kerugian atas perbuatan yang dilakukan si pelaku
kejahatan. Sehubungan dengan itu, untuk mencari dari suatu permasalahan itu
penting bagi kita dalam hal melihat permasalahan yang dialami korban secara
menyeluruh gunas mencari landasan dalam..bersikap dan, bertindak terhadap
korban, dalam hal mendapatkan solusi yang baik, terlebih-lebih dalam berbagai
kasus kekerasan seksual int yang-biasanyakorbannya adalah para kaum wanita.

Mengamati dan ‘merasakan fenomena keterpurukan hukum di Indonesia
saat ini, yang semakin memprihatinkan dan meresahkan, maka amat wajar
kemudian muncul berbagai ide untuk mengatasi keterpurukan hukum tersebut.
Faktor paling utama dari keterpurukan tersebut adalah ketidakpercayaan warga
masyarakat terhadap aparat penegak hukum, terutama petinggi.hukum, yang tidak
menunjukkan adanya komitmen mereka yang serius untuk mewujudkan supremasi
hukum. Akibatlogis dari semuanya itu bermuara pada lahirnya berbagai tindakan
main hakim sendiri mulai dari yang dilakukan kelompok-kelompok kecil hingga
kerusuhan yang mengarah pada disintegrasi bangsa (Sunarso, 2012, p. 15). Oleh
karena itu perlu kita ketahui sejaun mana korban.memperoleh perlindungan
hukum seperti yang diharapkan.. Korban adalah mereka yang menderita secara
jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan dari pihak lain, yang ingin
mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan
dengan hak asasi manusia yang dirugikan (Indah, 2014, p. 25).

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban
lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak

langsung”. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam
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peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada dasarnya telah ada
perlindungan “In abstracto” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan

hukum dan hak-hak asasi korban (S Z. , 2009, p. 132). Sedangkan dalam pasal 5

n saksi dan Korban,

.
. Mendapatkan bantu ‘ Y a d sementara serta mendapatkan
pendampingan.
Untuk menjamin terlindungnya hak-hak asasi korban tersebut, dalam
Deklarasi HAM sedunia tahun 1984 PBB mengeluarkan sebuah dokumen penting
Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of

Human Right) yang diterima dan disetujui oleh seluruh anggota PBB (Wahid &

Irfan, 2001, p. 32).



Sementara itu didalam KUHP dan KUHAP belum secara tegas
merumuskan ketentuan yang secara konkrit atau langsung memberikan
perlindungan hukum terhadap korban misalnya dalam hal penjatuhan pidana
wajib dipertimbangkan pengaruh._tindak pidana terhadap korban atau keluarga
korban. KUHP tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang
sebenarnya bermamfaat bagi kerban atau:keluarga korban. Rumusan pasal-pasal
KUHP cenderung berkutat pada rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban dan
ancaman pidana (Yulia R. , 2010, p. 181). Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan
pasal 14c ayat 1 KUHP telah memberikan suatu perlindungan terhadap korban
kejahatan yaitu : ” Bahwa orang yang dipidana tidak akan melakukan tindak
pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu
akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau
sebagainya saja, yang ditentukan pada perintah, itu juga, yang kurang dari masa
percobaan itu” (Moeljatno, 2014, p. 8). Sedangkan dalam KUHAP Bab IlI pasal
98 sampai pasal 101 hanya mengatur tentang penggabungan perkara gugatan ganti
kerugian, yang mana korban berhak mengajukan gugatan mengenai kerugian yang
dideritanya melalui hakim “ketua Siding atas permintaan korban yang diajukan
dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan.

Kemudian pada pasal 108 ayat (1) KUHAP yang mengatur mengenai hak
untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik
secara lisan maupun tertulis atas tindak pidana yang dialami. Dalam pasal ini,
korban hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja. Korban yang melaporkan

kejadiannya kemudian hanya dianggap sebagai saksi atau pelapor saja membuat
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mereka menjadi korban yang kedua kali ketika masuk dalam system peradilan

pidana. Dengan demikian, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana

hanya sebagai pelengkap suatu proses peradilan saja. Hal ini dikarenakan KUHAP

keadilan yang sudah ada dalam setiap aturan hukum. Tidak dapat disangkal bahwa
usaha penegakan hukum itu merupakan masalah yang kompleks dan selalu
menimbulkan permasalahan lebih lanjut karena beberapa hal tertentu. Usaha
penegakan hukum kerap sekali dilakukan berdasarkan kemauan dan tujuan yang
baik, tetapi kerap sekali pelaksanaannya malahan menimbulkan akibat-akibat

yang tidak diinginkan yang merugikan, yang menimbulkan korban fisik, mental



dan sosial (Waskita, 1987, p. 37). Sikap dan tindakan yang diambil terkadang
sesuatu sebagai macam kepedihan dan penderitaan bagi yang bersangkutan,
seperti misalnya : pemberian hukuman yang berlebihan, disamping kesanggupan
untuk dihukum oleh pihak pelaku; pemberian.hukuman secara kolektif pada suatu
kelompok oleh karena seseorang anggota kelompok tersebut telah melakukan
kejahatan. Penentuan sikap dancpengambilan, tindakan tertentu tidakakan selalu
menyelesalkan = permasalahan, menegakkan keadilan dan™ mendatangkan
kesejahteraan pada yang bersangkutan (Gosita A. , 1985, p. 22).

Maka untuk mengatasi masalah seperti itu sangatlah perlu pengaturan
tentang penanganan akan perlindungan setiap korban tindak pidana. Perlindungan
korban tindak pidana merupakan suatu bentuk perlindungan dalam memperoleh
jaminan hukum atas penderitaan maupun kerugian pihak yang dialami oleh
korban tindak pidana itu sendiri (Arief, 2001, p. 56).

Dalam hal ini penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan dalam menemukan
solusi akan perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan
melalui peran dan kinerja"LPSK dalam umenangani korban tindak pidana itu
sendiri. Dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),
diharapkan bisa untuk mengupayakan akan perlindungan korban tindak pidana
perkosaan secara maksimal. Hal ini bertujuan dalam mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan umum yang pada dasarnya merupakan bagian dari integral hak asasi

dibidang jaminan sosial.

10
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Dalam hal ini penulis menjadikan Putusan Nomor:
457/Pid.B/2018/PN.Bkn  sebagai  kajian untuk mengetahui bagaimana

perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana perkosaan dimana

mengadili,

Tahun 201

memberik

dilimpahkan kedalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Terhadap Perlindungan
Korban  Tindak Pidana Perkosaan Dalam  Putusan  Nomor

457/Pid.B/2018/Pn.Bkn”.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan

masalah sebagai berikut:

orban Tindak Pidana

ann W by

D
B K

C. Tujua

Berdasarkan lata : an m: an dari diadakannya

Sedangkan manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah:
1. Untuk penulis, semoga penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu
pengetahuan khususnya hukum pidana, yakni mengenai Tinjauan
Terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Putusan

Nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn.

12
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2. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran terkhusus bagi

rekan-rekan mahasiswa serta calon peneliti lain yang akan melaksanakan

penelitian dengan permasalahan yang serupa.

4. a Hukum di
D. Tinjau
1. TeoriF
I aspek tanpa
terkecuali I perlindungan
hukum mer Negara hukum.
Dalam hal ini n kewajiban satu
sama lain. Perl egara, akan tetapi
disisi lain perlindt 3 Di ewajiban bagi Negara itu
sendiri.

hakim terhadap korban sebagai hakim yang menangani kasus perkosaan, akan
tetapi perlindungan itu hanyalah sebatas memberikan putusan yang seadil-adilnya.
Hakim dapat menyarankan kepada jaksa penuntut umum agar tidak hanya
mengacu pada KUHP saja dalam memberikan tuntutan terhadap terdakwa kasus
perkosaan, karena jika korban perkosaan tersebut adalah anak-anak maka jaksa

penuntut umum dapat menggunakan undang-undang perlindungan anak. Namun

13



dalam putusan nomor 457/Pid.B/2018/PN.Bkn, korban dari perkosaan tersebut
sudah cukup usia atau bisa dikatakan sudah tidak dapat dikategorikan sebagai
anak-anak, sehingga jaksa sudah tepat menuntut terdakwa yang mengacu pada
KUHP. Perlindungan hukum-pada korban.merupakan suatu bentuk pemberian
seperangkat hak yang dapat memberikan mamfaat bagi mereka yang berada dalam
posisi proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap
hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai aparat penegak hukum dan
juga bisa berarti perlindungan yang diberikan . hukum terhadap sesuatu.
Perlindungan "hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian
meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan
terhadap semua pihak sesual dengan status hukumnya karena setiap orang
memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dalam-menjalankan fungsi
perlindungan, maka Negara membentuk alat-alat penegak hukum yang bertugas
untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana ditengah masyarakat (Effendi,
2008, p. 9). Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan
berfungsinya aturan hukum, 'maka secara tidak langsung hukum akan memberikan
perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam
kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum
bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam
masyarakat karena dalam satu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap

kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai
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kepentingan dilain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni
perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan

hukum vyang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan

ngan perilaku antara

.@

] ‘\"-

esif. Perlindungan

p. 18).

Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai upaya atau tindakan
untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, demi mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat menikmati

martabat dan kedudukannya sebagai manusia.
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Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konsep perlindungan hokum

tidak terlepas dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang merupakan suatu

konsep Negara Hukum (rule of law). Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar

untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemamfaatan dan
kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan
dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan pelindungan
dari hukum, sehingga banyak terdapat macam perlindungan hukum.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola

yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan

16
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korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak™ atau “perlindungan tidak
langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-

undangan salama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara

menjamin

2. Teori Pene

atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam
kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Penegakan hukum
mempunyai konotasi dalam hal menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam
masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum
merupakan suatu proses yang berlangsungnya perwujudan konsep-konsep abstrak

menjadi kenyataan. Penegakan hukum dalam masyarakat umumnya terdiri atas 2

17
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(dua) cara yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif.
Penegakan hukum preventif ialah penegakan hukum yang dilakukan sebelum

terjadinya suatu tindak pidana atau pelanggaran (pencegahan), sedangkan

yang dicit : eh hu '} Sikap atau tingkah

laku manusia se enga : yany lah litetapkan oleh

manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum adalah dengan
berakhirnya perbuatan hukum dan proses hukum baru satu tahap saja dari suatu
perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat, terhadap perbuatan hukum harus

disusul pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
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Lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 adalah salah satu faktor penting dalam
menunjang sistem peradilan yang baik. Sistem peradilan yang pidana yang
terintegrasi merupakan tiang dari penegakan hukum pidana, seperti sinkronisasi
komponen peradilan pidana..dan pengawasan serta pengendalian karena
keberhasilan system peradilan pidana disuatu negara yang dapat dilihat dari
rendahnya tingkat kriminalitas, yang, terjadi.;Salah satu bukti sistem peradilan
pidana yang baik adalah perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan
tersebut semata-mata adalah pembuktian negara indonesia sebagai negara hukum
yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Diundangkannya UU No.13Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan
korban, dipandang masih belum maksimal. UU Perlindungan saksi dan korban
dinilai belum cukup untuk menjamin perlindungan saksi dan korban yang secara
langsung memperhambat kinerja dari LPSK .itu sendiri.~Salah satunya UU
Perlindungan saksi dan korban ini yang belum secara khusus mengatur mengenai
wewenang seperti apakah yang dimiliki oleh LPSK dalam rangka pemberian
perlindugan terhadap saksi dan korban. Kelemahan-kelamahan perlindungan saksi
dan korban dapat dilihat dari berbagai. macam perspektif. Dapat dilihat dari sisi
aparat penegak hukum, aturan perundang-undangan, budaya masyarakat, serta
lembaga penegakan. Banyaknya pandangan-pandangan dalam merumuskan
sebuah undang-undang justru dapat menjadi faktor ketidakpastian aturan tersebut.
Selain itu, perumusan undang-undang yang baik namun apabila tidak dijalankan

dengan baik oleh aparat penegak hukum maka akan timbul ketidakpastian
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hukum, seperti istilah yang menyebutkan hukum tanpa aparat adalah angan-angan
dan aparat tanpa hukum adalah kesewenang-wenangan.

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dibentuk sebagai urgensi
lahirnya UU No..13 Tahun 2006_tentang_perlindungan saksi dan korban yang
dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Didalam UU perlindungan saksi dan
korban disebutkan bahwa . LPSK' ‘adalah, lembaga yang mandiri namun
bertanggung  jawab.  kepada presiden. Disebutkan® pula bahwa Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang
untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini
adalah pada keseluruhan tahap proses peradilan pidana. Tujuan.undang-undang ini
adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam
memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan Lembaga
Perlindungan Saksi ~dan Korban ini berada pada ibukota negara Republik
Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan
sebuah Lemabag Negara. ‘Namun disamping Kkedudukan di ibukota negara,
Undang-Undang juga memberikan perluasan bagi Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut
sesuai dengan kebutuhan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Pilihan
undang-undang untuk memberikan akses bagi dalam mendirikan lembaga

perwakilan adalah pilihan yang tepat karena dari segi geografis wilayah.
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Undang-undang No. 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah
menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang

bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada

eﬂ ebih lanjut.
r
\ korban yang tersebar

wan, 2016, p.

T CEY

Nauaa

korban untuk bantuan.

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang di perlukan
diberikannya bantuan saksi dan/atau korban.
8. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam

melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.
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Selanjutnya, pembahasan mengenai penerapan asas Aquality Before The
Law dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dalam
system peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang sangat penting
mengingat asas tersebut  merupakan asas_fundamental dalam sistem peradilan
pidana , sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
hukum acara pidana harus mewujudkan asas Aquality Before The Law. Dalam hal
ini UU No. 13 Tahun 2006 memberikan perlindungan dan bantuan terhadap saksi
dan korban. Perlindungan yang dimaksud adalah dalam bentuk perbuatan yang
memberikan tempat bernaung atau perlindungan bagi seseorang yang
membutuhkan, sehingga merasa aman terhadap ancaman di sekitarnya.

Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan.dengan saksi dan
korban, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang
mendukung tugas penegak hukum. Hal ini dikarenakan bahwa keterangan saksi
dan korban dalam suatu keberhasilan proses peradilan memegang peran penting.
Sehingga diperlukan penegakan hukum yang seharusnya memberikan rasa aman
dan bebas kepada saksi dan korban saat diperiksa sehingga saksi dan korban dapat
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tanpa ada keraguan.

Dengan lahirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang PSK, diharapkan mampu
lebih mendorong masyarakat, khususnya saksi dan korban untuk berperan serta
dalam proses investigasi dan penuntutan hukum melalui adanya
peraturan/prosedur yang menciptakan rasa aman secara fisik dan psikologis,

sehingga mereka merasa aman dan terlindungi dari kekerasan, serangan, dan
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pembalasan dari pihak-pihak tertentu. Permasalahan dalam perlindungan saksi
dan korban adalah sebagai berikut :

1. Saat ini sekalipun telah ada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang .PSK, dan telah_ dibentuk l.embaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), namun dalam praktiknya tidaklah mudah. Kendala yang
utama adalah belum. adanya persepsi .yang sama antara LPSK dengan
penegak hukum dalam program perlindungan saksi dan korban.

2. Kendala selanjutnya menyangkut kepercayaan masyarakat untuk masuk
dalam . program perlindungan saksi dan  korban. Selama dalam
perlindungan saksi dan korban perlu diberi rasa kepercayaan bahwa
dirinya mendapatkan jaminan perlindungan dari sebuah lembaga yang
berwibawa dan dapat dipercaya mampu melindungi dirinya.

Secara substansif, UYJ No. 13 Tahun 2006 PSK mengandung kekurangan
yaitu tidak memberikan perlindungan yang cukup pada pelapor, perlindungan
hanya diberikan kepada saksi dan korban. Pada kenyataan nya seharusnya pelapor
lebih dilindungi karena memiliki potensi ancaman. kekerasan yang lebih besar,
dari pelaporan awal suatu perkara' dapat- mulai diungkap. Dalam praktik
penegakan hukum selama ini bentuk perlindungan yang diberikan kepada pelapor
adalah merahasiakan identitas pelapor. Dalam hal ini hukuman yang diberikan
kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap
kerugian yang diakibatkannya  keseimbangan yang terganggu itu adalah
keseimbangan ketertiban masyarakat yang terganggu sehingga masyarakat resah

karena akibat yang ditimbulkannya (Akrial & Susanti, 2017, p. 139)
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E. Konsep Operasional

Berdasarkan judul penelitian diatas maka dapat diberikan batasan-batasan

terhadap istilah-istilah dari judul yang diangkat dengan tujuan mencegah kesalah

. Korban ialah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai
akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri
sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi

pihak yang dirugikan (Gosita A. , 1993, p. 63).
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4. Tindak pidana ialah segala perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang

dan akan diancam pidana terhadap siapapun yang melanggarnya

(Moeljatno, 2008, p. 59).

berikut:
1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenis penelitiannya dapat
dikelompokkan kedalam penelitian hukum sosiologis dengan cara melakukan
survei, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun
kelapangan untuk memperoleh imformasi dan data yang berkaitan dengan

penelitian penulis ini. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil
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sampel dari populasi dengan menggunakan wawancara sebagai alat

pengumpulan data yang pokok (Singarimbun & Effendi, 2000, p. 3). Penelitian

ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat identifikasi bersifat

3. Populasi

Populasi

gambaran dari suatu

2rta Pengadilan
, karena lokasi

litian penulis.

ciri yang sama

(Sunggono, 200 ] /3 i dan Responden

keterangan
1 orang
2. | Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang 1 orang
Jumlah 2 orang

4. Data dan Sumber Data

Untuk melengkapi penelitian ini, maka penulis memerlukan beberapa data.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :
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a. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari responden

berupa wawancara

5. Alat Pen
Dalam : ene ) juna . pengumpulan

menggunakan

diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang. Setelah semua data diperoleh
dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data
tersebut diolah dan disajikan sesuai dengan perumusan masalah pokok yang
diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan
dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan

memberikan penafsiran dan menghubungkannya kepada pendapat para ahli serta
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peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian penulis mengambil
kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan

dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus.
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BAB Il

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum ang Korban

masyaraka elah terganggu

akibat pen n yang dapat

menderita Bila hendak
li pada budaya

ula pengertian

pertama kali yakni pada tahun 1940-3 a ahli viktimologi seperti Mendelshon,
Von Hentig dan Wolfgang cenderung mendefinisikan korban berdasarkan text
book dan kamus yaitu “orang lemah yang membuat dirinya sendiri menjadi
korban”. Pemahaman seperti itu ditentang habis-habisan oleh kaum feminist
sekitar tahun 1980-an, dan kemudian mengubah pengertian korban yaitu “setiap

orang yang terperangkap dalam suatu hubungan atau situasi yang asimetris.

Asimetris disini yaitu segala sesuatu yang tidak imbang, bersifat ekploitasi,
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parasitis (mencari keuntungan untuk pihak tertentu), merusak, membuat orang
menjadi terasing, dan menimbulkan penderitaan yang panjang”. Istilah korban
pada saat itu merujuk pada pengertian “setiap orang, kelompok, atau apapun yang
mengalami luka-luka, “kerugian, atau _penderitaan akibat tindakan yang
bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bias berbentuk fisik, psikologi
maupun ekonomi”. Kamus umum| bahasa [ Indonesia menyebutkan kata korban
mempunyal pengertian:”korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena
perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain”.

Pengertian korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita
jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan
kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan
dan hak asasi yang menderita. Pengertian yang disampaikan oleh Arif Gosita
tersebut sudah diperluas maknanya, tidak hanya untuk perorangan tetapi berlaku
bagi subyek hukum yang lain, seperti badan hukum, kelompok masyarakat dan
korporasi. Timbulnya korban erat kaitanya dengan kejahatan.

Sahetapy memberikan pengertian korban tidak hanya dibatasi sebagai
korban kejahatan saja, karena.dari" sebab. timbulnya dan akibat yang ada
mempunyai aspek yang luas dilihat dari beberapa segi, hal ini dapat dilihat
pendapatnya mengenai korban yaitu: “korban adalah orang perorangan atau badan
hukum yang menderita luka-luka, kerusakan atau bentuk-bentuk kerugian lainnya
yang dirasakan, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Kerugian tersebut tidak
hanya dilihat dari sisi hukum saja, tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik

maupun social budaya. Mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat
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dikarenakan kesalahan si korban itu sendiri, peranan korban secara langsung atau
tidak langsung, dan tanpa adanya peranan dari si korban.

Van Boven merujuk pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi

atau perampasa ata , a tindakan (by

act) maup

dapat
dikemuka ahaman bahwa
dalam bany ang yang dapat
teridentifikas ai-nilai yang ada
dan menjadi ortality, decency,
public security, pula cakupan korban
meliputi a physical ate, association) or non-
sfecific, an abstraction, a der, public health, religion) (S,

2014, p. Vi).

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 ditentukan
bahwa yang dimaksud dengan ‘“korban” adalah orang perseorangan atau
kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun

emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau
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perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat,
termasuk korban adalah ahli warisnya (Wiyono, 2013, p. 109) .

Berdasarkan terminologi di atas, dapat dikemukakan ruang lingkup
pengertian korban-dalam pengertian ini, yaitu.dalam pengertian arti luas meliputi:
penderitaan atau kerugian yang dialami manusia, korporasi, baik secara fisik
ataupun psikis, dan reduksi_nilai-nilai dalam ,artian psikis secara luas, seperti
perwujudan fungsi hukum dalam mengakomodasi nilai hak asasi manusia, antara
lain nilai keadilan, nilai perlindungan dan nilai demokrasi, karena perbuatan
kejahatan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Dari pemikiran viktimologi yang
dipengaruhi oleh kriminologi, maka definisi. korban atau siapakah korban
mempuyai makna sempit dalam kajian kriminologi klasik dan-positivistis. Maka
korban dalam arti sempit sebagaimana dikemukakan Perkins sebagai: a crime is
any social harms defined~and punishable by law. Dalam pengertian legal
definitions  of .~ crime, maka pengertian korban . adalah  sebagai
penderitaan/perbuatan jahat sebagaimana yang telah dirumuskan dan dapat
dipidana dalam hukum pidana.

Dalam pengertian/definisi_korban.secara sosiologis, maka keberadaan
korban jauh lebih kompleks daripada konsep korban dalam hukum pidana. Hal ini
tidak lain akibat pengkontruksian pemahaman terhadap pengkontruksian
kejahatan itu sendiri oleh kekuasaan melalui lembaga dan pranata hukum
khususnya dalam peradilan pidana, dan akhirnya memberikan pengkontruksian
korban. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak semua perbuatan yang

mengakibatkan kerugian dan kerusakan masyarakat dapat dipidana. Pendefinisian
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korban secara luas mengkaji proses sosial yang memengaruhi pembuatan dan
bekerjanya lembaga dan pranata untuk mempersepsi dan mereaksi terjadinya

korban.

1957) telah dijadikan salah satu topik pembicaraan mengenai New Forms And

Dimension Of Crime yang meliputi antara lain Crime As Business Dan Economic
And Social Consequences Of Crime; New Challenges For Research And
Planning. Dalam Konggres tersebut telah dibicarakan masalah Cost Of Crime
yang dikatakan Hit Most Severely The Weaker Members Of Society, Permiting

The Powerful To Commit Crimes With Impunity.

33



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Dalam Konggres PBB ketujuh telah mengelompokkan macam-macam
korban sebagai berikut:

a. Korban kejahatan konvensional adalah korban yang diakibatkan oleh

£ -
‘s

o
[ 4
0

<R
“‘.?‘ :

a. Primary Victimization, adalah korban individual/perorangan bukan
kelompok;

b. Secondary Victimization, korbannya adalah kelompok, misalnya badan
hukum;

c. Tertiary Victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
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d. Non Victimozation, korbannya tidak dapat segera diketahui misalnya

konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil peroduksi.

Uraian mengenai macam-macam korban diatas maka dapat dipahami bahwa

umum

menjad
begitu p

3. Tipolog

napNaNEy

<
QO
>
[
=
o
QD
-1
m
n
<«

Dala
untuk lebih

kemudian mu

a) icipating yang. tidak peduli terhadap upaya

b) Latent Victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat dan karakter tertentu
yang cenderung akan menjadi korban;

c) Procative Victims, yaitu mereka yang memicu terjadinya kejahatan;

d) Participating Victims, vyaitu mereka yang berperilaku sehingga

memudahkan terjadinya kejahatan;
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e) False Victims, yaitu mereka yang menjadi korban akibat dari perbuatannya

sendiri.

Untuk memahami peran korban, harus dipahami pula tipologi korban yang dapat

yang lemah yang menyebabkan mereka menjadi korban, misalnya korban
perdagangan perempuan, dan sebagainya.

f) Self Victimizing, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang
dilakukannya sendiri, pengguna obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.
Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana Stephen

Schater mengatakan bahwa pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu:
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a. Orang yang sama sekali tidak mempunyai kesalahan apa-apa, namun tetap

menjadi korban;Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan sesuatu

yang dapat memicu orang lain untuk melakukan tindak pidana.

kejahatan (Offe er q ‘ mbuhan dan
perkemban al dak dap * g an, yang secara
etiologis korba ah pi - - ] N S kaligus korban

dapat pula memberikan daya re :‘ eCe .: ata dak terhadap pelaku

kejahatan.

mengadili dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban.
Yang acapkali terjadi adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan
pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan ketidakberdayaannya serta
prustasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. SPP

yang sekarang ini memang terlalu Offender Centered, sehingga mengharuskan
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kita untuk memperbaiki posisi koban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya
tidak hanya kepuasan simbolik.
4. Hak dan Kewajiban Korban

Setiap saat masyarakat..banyak yang.memperoleh..informasi mengenai
peristiva kejahatan, baik yang diperoleh dari media cetak maupun media
elektronik. Peristiwa yang terjadi’itu: tidaklah sedikit dan pasti menimbulkan
banyak penderitaan/kerugian bagi korban dan juga keluarganya.

Guna -memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam
melakukan = aktifitas tentunya kejahatan-kejahatan yang terjadi itu perlu
ditanggulangi melalui berbagai pendekatan yang sifatnya preemptif, preventif
maupun refresif dan semuanya itu haruslah ditangani secara professional oleh
suatu lembaga yang berkompeten. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu
imformasi yang memadai mengenai hak-hak apaisaja yang dimiliki oleh korban
dan keluarganya serta kewajiban apa yang dimiliki oleh korban.

Hak merupakan sesutau yang bersifat pilihan (optional), yang berarti bisa
diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang akan memengaruhi
korban baik yang bersifat internal maupun.eksternal. Tidak jarang ditemukan
seseorang yang mengalami kerugian (fisik, mental dan materil) akibat suatu
tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang
seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya adanya perasaan takut
dikemudian hari terhadap masyarakat yang akan mengetahui kejadian yang
menimpa dirinya ( karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya selaku korban

dan keluarganya) sehingga korban lebih memilih untuk menutup atau
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menyembunyikan kejadian yang menimpa dirinya masyarakat bahkan korban juga
mau menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikwatirkan prosesnya

akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang mengakibatkan timbulnya

umum yang

. (Mulyadi,

dengan kejahatan yang menimpa korban.
i. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi.

Hak-hak yang dimiliki korban tindak pidana lebih jelasnya termuat dalam pasal 5

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

yang terdiri atas:
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a. Korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi,
keluarga, dan harta bendanya.

b. Ikut serta dalam memilih dan menentukan perlindungan dan

dan putusan

berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.

c. Penanganan secara khusus terhadap kerahasiaan korban.

d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum dalam proses
pemeriksaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

e. Pelayanan bimbingan rohani.
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Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No0.40/A/Res/34 Tahun 1985 juga
telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses

keadilan dalam sebuah proses peradilan, antara lain :

dendam terhadap pelaku.

b) Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan terjadinya tindak pidana
secara berulang-ulang.

c) Kewajiban untuk memberikan imformasi mengenai terjadinya kejahatan

secara memadai.
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d) Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan kepada
pelaku.

e) Kewajiban untuk menjadi saksi terhadap suatu kejahatan yang menimpa

N

peran penting
dalam sebu pelaku tindak

pidana itu an keadaan diri

ARALRAND

=
:
P At
S e

seseorang ya eadaan yang dapat

tindak pidana

c. Korban yang mengalami kerugian akibat suatu tindak pidana yang
seharusnya tidak terjadi jika tidak ada yang memprovokasi korban.
Selanjutnya hubungan korban dan pelaku dapat dilihat dari tingkat

kesalahannya. Menurut Mendelson, berdasarkan derajat kesalahannya korban
dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu :

a) Yang sama sekali tidak bersalah.
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b) Yang jadi korban karena kelalaiannya.

¢) Yang sama salahnya dengan pelaku.

d) Yang lebih bersalah dari pelaku.

hubungan sebab alam te 1 Mansur & Gultom,
2007, p. 6 ari perbuatan pe hatan dan korban
yang menj . ert 1
menderita karena kejaha : ‘ g i korban bukan
saja dalam Dbe kerugi ; aja, akan tetapi

berdampak besa da psikologisnya ort ari ahatan akan selalu

dari tindak pidana akan trauma dan hilang kepercayaan terhadap lingkungan
masyarakat dan ketertiban umum yang akan memunculkan rasa takut, gelisah,
rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian, dan berbagai perilaku penghindaran lain.
Misalnya saja korban dari tindak pidana perkosaan, khususnya yang mengalami

kekerasan dan penganiayaan. Rasa takut merupakan perasaan yang mendominasi
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korban. Ketakutan korban tersebut akan mengganggu setiap tidur dan keseharian
korban, memunculkan insomnia dan traumatis pada dirinya.

Pada saat ini, hubungan antara korban dan pelaku kejahatan sering Kali
bersifat personal..Disini banyak.ditemukan bahwa berbagai.jenis kejahatan yang
terjadi pada dasarnya melibatkan keluarga. Dengan kata lain korban dan pelaku
tindak pidana berasal dari keluarga'itu 'sendiri. Hal ini akan membuat korban
semakin ketakutan akibat seringnya korban kontak dengan pelaku, kecendrungan
korban tidak berani bertindak dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke
pihak berwajib dikarenakan akan mengundang kemarahan dari pelaku yang
diawali dengan berbagai ancaman.

B. Tinjuan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan
1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Adapun istilah tindak pidana (Strafbaar, feit) adalah-istilah yang sering
dipakai dan berlaku di Indonesia sekarang ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (Strafwetboek). Sehingga banyak dikalangan ahli hukum pidana yang
memberikan defenisi yang berbeda mengenai pengertian tindak pidana. Oleh
karena itu istilah tindak pidana.yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
memiliki berbagai macam bentuk penyebutannya yang mana memiliki implikasi
dan makna yang tersendiri di dalam kerangka teoritik, akan tetapi dalam kerangka
pelaksanaannya hal ini tidak dipermasalahkan (Huda, 2012, p. 15).

Secara singkat Moeljatno memberikan definisi Tindak Pidana sebagai
suatu perbuatan yang dilarang dalam undang-undang yang mana diancam dengan

pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dalam hal ini kata
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“perbuatan” mengandung makna yang positif dan juga negatif yang artinya
melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disusun oleh W.J.S.

, 1984, p. 741).

suatu usaha

Tindak pidana perkosaan dapat diartikan sebagai suatu masalah yang
sangat serius dan kebanyakan pada saat ini korban tidak mau melaporkan
perkosaan yang terjadi pada dirinya karena tidak di dukung oleh keluarga dan
dikarenakan budaya malu yang masih melekat di dalam masyarakat dalam

menyelesaikannya secara terbuka.
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Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang
banyak terjadi dan berkembang pada zaman sekarang ini yakni suatu usaha untuk

melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang

0‘.

yang berarti seoran

pemaksaan untuk bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-

laki.

Perkosaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk
bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 ayat (1) dan (2) yang

menyebutkan :
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a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan
orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.
60.000.000,00.(enam puluh juta rupiah).

b. Ketentuan.pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat.(1) berlaku pula bagi
setiap-orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya
atau dengan orang lain.

Tindak pidana perkosaan -pada umumnya terjadi/pada kaum wanita sebagai
korban, namun pada zaman sekarang ini tindak pidana perkosaan tidak lagi
memandang Jenis kelamin, baik wanita maupun pria, tidak lagi memandang usia,
penampilan fisik, kelompok sosial, status ekonomi dan cara berpakaian. Di
Indonesia sendiri tindak pidana perkosaan banyak terjadi pada kaum wanita yang
diliat dari penampilannya. Hal ini dipicu_karena eara berpenampilan seorang
wanita yang dapat memancing seseorang dalam melakukan tindak pidana
perkosaan. Tindak pidana perkosaan itu-sendiri ‘bukan hanya terjadi pada orang
dewasa atau orang yang tidak di kenal. Pada saat ini tindak pidana perkosaan
dapat terjadi pada anak-anak dan dapat terjadi pada ruang lingkup keluarga atau
orang terdekat, misalnya., ayah kandung, tetangga, paman ataupun saudara
kandung sendiri.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat sangat pesat, dalam hal
ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk
pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan alat kelamin wanita yang menjadi
target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur yang dapat menjadi target dari

perkosaan yang antara lain terdiri atas :
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a. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalam

vagina), akan tetapi juga :

1) Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.

laki-laki)

o

<
b. anyi asan, tetapi
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Frustated : para pelaku melakukan kejahatannya (perkosaan) sebagai
reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang
dewasa.

c. Saciophatic : para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan

orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari

kecendrungan agresif yang terkadang muncul.
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d. Pathological : para pelaku perkosaan yang yang tidak mampu mengontrol
dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ

tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile

a. 3 IR T erpa g bentuk yang

keinginan untuk berhubungan sosial.

d. Seductive rape, yaitu suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi
yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak.

e. Victim Precipitatied rape, vyaitu perkosaan yang terjadi dengan

menempatkan korban sebagai pencetusnya.
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f. Exploitation rape, yaitu perkosaan yang menujukan bahwa pada setiap
kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki

dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita

menurut

perkawinan,
berhubungan
memperdulikan

banyak mantan

menghabiskan uang banyak demi menyenangkan korban, alasan
karena mereka pernah berhubungan seks sebelum itu, alasan
karena korban dianggap sengaja memancing si pelaku, atau karena
si pelaku sudah berjanji untuk menikahinya. Dalam hal ini
biasanya diawali dengan bujuk rayu yang dianggap normal apabila

tidak ada unsur pemaksaan, namun kegagalan dalam membujuk
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diikuti dengan adanya pemaksaan dengan kata lain si korban telah

menolak namun sipelaku tetap memaksa dan melakukannya itu

berarti sudah melakukan sebuah perkosaan.

1) Perkosaan beramai-ramai
Seorang perempuan dapat disergap dan diperkosa secara
beramai-ramai dan secara bergiliran oleh sekelompok orang yang
tidak dikenal. Sering kali terjadi para remaja memperkosan seorang
gadis dengan tujuan agar mereka dianggap “jantan” atau untuk

membuktikan “kelelakian” nya. Hal ini sering terjadi pada tempat
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yang sepi atau jarang dilalui orang yakni jika seorang gadis lewat

maka itulah kesempatan bagi para pelaku dalam beraksi.

2) Perkosaan dipenjara

bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis yang dapat dianggap mampu
memenuhi kepentingan nafsunya.
Karakteristik umum tindak pidana perkosaan : (Wahid & Irfan, 2001, p. 48)

a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan.

b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual

semata-mata.
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c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung

masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu.

d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu : anger

4) Faktor agama atau mora
b. Faktor eksternal (faktor dari luar) terdiri atas :
1) Faktor lingkungan sosial

2) Faktor perkembangan ilmu teknologi

3) Faktor kesempatan
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4. Perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual

Berbicara mengenai perkosaan merupakan hal yang tak wajar lagi bagi
disetiap kehidupan masyarakat. Artinya perkosaan dapat terjadi pada siapapun,
termasuk wanita_yang mengenakan jilbab dan-berpakaian serta tertutup, maupun
wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita hamil, bahkan perkosaan dapat
terjadi pada anak-anak dibawah-umur. Namun pada saat ini perkosaan banyak
terjadi akibat dari cara berpakaian yang bisa dikatakan minim, artinya suatu tindak
pidana perkosaan sering dipicu oleh cara berpakaian wanita yang dapat
menimbulkan kegeraman terhadap si pelaku tindak pidana untuk melakukan
aksinya demi kepuasan nafsu seksnya.

Perkosaan merupakan bentuk dari pelecehan seksual. Akan tetapi
pelecehan seksual merupakan sebuah perilaku atau perbuatan yang menganggu
seseorang yang berkaitan dengan jenis kelamin pihak yang-diganggu sehingga
akan menurunkan martabat dan harkat diri orang yang menjadi korban pelecehan
tersebut. Dari defenisi diatas dapat kita ketahui bahwa dalam hal seperti itu juga
dapat ditemukan dalam tindak pidana perkosaan yang merupakan pengaruh dari
hukum pidana itu sendiri, dengan istilah “masih adanya dasar susila dari hukum
pidana” (Kholid, 2009, p. 9). Bahkan perkosaan dapat terjadi setelah pelecehan
seksual dilakukan, sehingga hal seperti ini ada dalam tindak pidana perkosaan.
Perkosaan yang dimaksud ialah melakukan sesuatu kekerasan seksual yang
berbentuk paksaan bahkan ancaman yang mana jika seorang korban menolak

pelaku tidak segan-segan berbuat nekat seperti menganiaya korban hingga tewas.
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C. Tinjauan Umum Tentang Viktimologi
1. Sejarah Viktimologi

Berbicara mengenai sejarah viktimologi dilatarbelakangi oleh karya tulis

Victinolog
tulisnya ya
Technique”
menyimpul W3 DE an yang lebih besar

dari viktimo iminologi ha ati buat kebijakan

Offenders, yang menghasilkan beberapa prinsip dasar mengenai korban kejahatan
dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh PBB pada tanggal
11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan Declaration of Basic

Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power.
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2. Pengertian Viktimologi
Viktimologi berasal dari kata “Victim” yang berarti korban dan “logos”

yang artinya ilmu. Secara terminology, viktimologi diartikan sebagai suatu ilmu

an dan pelaku
melalui intera { engadilan, dan
hubungan ang menyangkut
hubungan K ktimologi juga
mencakup p a yang terjaadi
dalam masyarak 1 § arakat terhadap
timbulnya ti

dapat dilihat inya but yang biasa disebut

Q@ sngemukakan (Mansur &

Gultom, 2007, p. 44) :“Vil ‘ I'yang membahas permasalahan

korban dalam segala aspek dan bukan hanya kejahatan serta penyalahgunaan
jabatan, tetapi termasuk juga korban kecelakaan dan korban bencana alam”.

Kemudian Arief Gosita (Gosita, 1993, p. 40), mengemukakan:

“viktimologi merupakan suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji

viktimisasi (kriminal) sebagai suatau permasalahan manusia yang mencakup

semua bidang kehidupan dan penghidupannya”.
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Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa viktimologi
merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban, penyebab

timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang mencakup seluruh

NS LT

aspek tentang korh

uUp bagaimana

seseorang K dapat menjad eh suatu victimity yang
tidak sela pula korban
kecelakaan aan kekuasaan
(Sahetapy, 2
Adapun 3 ' I )sita membagi dalam

beberapa rua up vikti ; J om, 2007, p. 39)

sebagainya.
d. Reaksi terhadap suatu viktimisasi kriminal.

e. Respon terhadap suatu viktimisasi kriminal, argumentasi kegiatan-
kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha
prevensi, refresi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan

f. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.
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Perspektif viktimologi dalam mengkaji korban memberikan orientasi bagi
kesejahteraan masyarakat, pembangunan kemanusiaan masyarakat, dalam upaya

menjadikan para anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas.

menjadi

berhubung

bencana al

Tujuan Viktimologi menurut Muladi terdiri atas:

a) Menganalisis berbagai aspek yang berhubungan dengan adanya korban;

b) Berusaha untuk memberikan penjelasan akan sebab musabab dari
terjadinya suatu viktimisasi; dan

c) Mengembangkan sistem tindakan dalam upaya menghambat dan

mengurangi penderitaan manusia.
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4. Manfaat Viktimologis

Manfaat yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan merupakan

faktor yang paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri. Dapat

permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai bidang kehidupan dan
penghidupan.

b) Viktimisasi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik mengenai
korban akibat dari tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan fisik,

mental dan sosial.
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¢) Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai
hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya

berkaitan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka. Tujuannya adalah

d)

perlindungan hukumnya;

b. Mamfaat yang berhubungan dengan penjelasan akan peran korban dalam
terjadinya suatu tindak pidana;

c. Mamfaat yang berhubungan dengan usaha penyelesaian dan pencegahan

terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.
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Disisi lain, viktimologi juga bermamfaat bagi kinerja aparatur penegak
hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Bagi aparat kepolisian,

viktimologi sangat membantu dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dengan

sendiri yang m
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BAB Il

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

internasional. Akan tetapi pentingnya perlindungan korban kejahatan ini
memperoleh perhatian yang lebih serius. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya
Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of
Power oleh PBB, sebagai hasil dari The Sevent United Nation Conggres on the

Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders, yang berlangsung di Milan,

Italia, September 1985 (Yulia R. , 2013, p. 177).
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Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan,
terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Hal ini

disebabkan dalam konteks hukum pidana, sebenarnya asas hukum harus mewarnai

3. Asas keseimbangan
Karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan
terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan
tatanan masyaraka yang terganggu menuju pada keadaan yang semula
(restutioin integrum), asas keseimbangan memperoleh tempat yang

penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
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4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat

penegak hukum pada saat melaksanakan tugas-tugasnya dalam upaya

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat
dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam
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peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatau
pelanggaran atau kejahatan.

2. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi
seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila

sudah terjadi sebuah pelaanggaran atau kejahatan.

Perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan
pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib
dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga
lainnya sesual dengan ketentuan yang berlaku. Perlindungan ini diberikan dalam
semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Hal ini tidak
dapat dipungkiri-dikarenakan-sebuah ,pemerkosaan merupakan kejadian yang
sangat traumatis untuk kaum wanita yang menjadi korban. Banyak korban yang
membutuhkan waktu lama dalam mengatasi pengalamannya yang menyedihkan
itu, dan kemungkinan bisa. terjadi kondisi psikis-korban perkosaan tidak kembali
lagi dalam keadaan yang normal. Jika perkosaan tersebut mengakibatkan
kehamilan, maka pengalaman traumatis korban akan bertambah besar lagi
(Rukmini, 2009, p. 21).

Selama ini, sistem hukum pidana hanya berorientasi kepada si pembuat
kejahatan saja (criminal oriented). Padahal dapat kita ketahui bahwa kejahatan
akan menimbullkan kerugian yang besar terhadap korban. Namun sedikit sekali

hukum yang dapat kita temui mengatur mengenai korban serta dapat dikatakan
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bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan

bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Hal ini akan menimbulkan

opini di dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi stabilitas hukum dan

1 setiap proses
ban agar tidak

takut dala i pros filan pi c sa percaya diri

kepada korbé

Perlu

serius dapat dilihat dari dibentuknya Declaration f Basic Principles of Justice for

Victims of Crime and Abuse of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai
hasil dari The Seventh United Nation Congres on the Pevention of Crime and the
Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1982
(Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom;, 2007, p. 24). Perlunya

perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat
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yang dialami korban setelah perkosaan yang dialaminya. Korban tidak hanya
mengalami penderitaan fisik tetapi juga penderitaan secara psikis.

Berdasarkan wawancara dengan Cecep Mustafa (Hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang) mengatakan_bahwa perlindungan hukum terhadap korban
hanya diberikan dalam proses peradilan seperti perlindungan atas keamanan
pribadi dari ancaman fisik danmental yangidiberikan selama proses peradilan
berlangsung (Mustafa, “2019). Penyelesaian perkara dipengadilan merupakan
wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum Indonesia. Kepercayaan
masyarakat itu.akan bergeser apabila hukum tersebut tidak dapat memberikan
jaminan keadilan dan perlindungan hukum ‘terhadap kerugian, baik materi
maupun non materi. Disisi lain berbelit-belitnya dalam..proses peradilan
menyebabkan para pihak yang terlibat akan mengkehendaki penyelesaian secara
cepat dengan berbagai cara-sehingga akan mengesampingkan hal-hal lain yang
seharusnya penting dalam proses peradilan.

Disisi lain Cecep Mustafa juga mengatakan bahwa demi memberikan
upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan selama proses
peradilan, pemberian keterangan.dari. saksi.sekaligus korban dapat dilakukan
secara tertulis tanpa bertatap muka langsung dengan tersangka dalam ruangan
peradilan mengingat kondisi traumatis sikorban terhadap kejadian yang
menimpanya (Mustafa, 2019)

Selama proses sidang pengadilan, korban dalam memberikan kesaksian
didampingi oleh anggota LBH/LSM supaya korban dapat lebih tenang dan tidak

merasa takut dalam proses persidangan. Mengingat psikis korban yang masih
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tertekan setelah menjalani pemeriksaan selama proses peradilan, sehingga upaya
pendampingan sangat dibutuhkan oleh korban apalagi dalam persidangan korban
dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban merasa takut sehingga
akan mempengaruhi kesaksianyang akan diberikan dalam persidangan.

Dalam proses persidangan, korban hanya berkedudukan sebagai saksi
yang hanya diposisikan sebagai-pthak yang: dapat. memberikan keterangan, dimana
keterangannya dapat diberikan sebagai alat bukti dalam mengungkap sebuah
tindak pidana, sehingga hal ini menjadi dasar bagi aparat penegak hukum
menempatkan saksi dan korban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap
suatu tindak pidana, dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam
KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana,
tentunya keterangan yang disampaikannya dapat memberatkan atau meringankan
seorang terdakwaltersangka, . maka ada kecenderungan - tersangka/terdakwa
menjadikan saksi atau korban tersebut menjadi musuh vyang telah
memberatkannya dalam proses penanganan perkara sehingga hal ini tentunya
dapat mengancam keberadaan saksi atau korban.

Pemberian perlindungan bagi saksi.dan korban dari suatu tindak pidana
adalah bagian dari proses peradilan untuk penegakan hukum. Saksi dan korban
adalah kunci untuk mewujudkan peradilan. Penegak hukum dalam proses
peradilan sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan
atau korban. Hal itu disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari

pihak tertentu.
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Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar
perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling
lama 12 tahun”..Disini telah.dijelaskan secara umum arti dari tindak pidana
perkosaan, namun pada kenyataan nya perkosaan hanya dianggap sebagali
perbuatan persetubuhan atau pelecehan seks oleh penyidik. Akibatnya jaksa hanya
menuntut “hukuman. rendah dan hakim pun lebih “memperhatikan hal yang
meringankan dari pelaku, bukan terfokus pada penderitaan yang dialami korban
dari tindak pidana tersebut.

Ketidaksepahaman persepsi yang mendasari para penegak hukum tindak
pidana perkosaan akan membuat para pelaku perkosaan dihukum ringan, bahkan
bisa saja divonis bebas. Apalagi dalam kasus yang diangkat penulis terdakwa
sebagai pelaku tindak pidana perkosaan yang hanya dijatuhi- hukuman 9 tahun
penjara dan menurut penulis itu masih ringan meskipun hakim menjatuhkan
hukuman berdasarkan pasal 286 KUHP. Namun menurut hakim Pengadilan
Negeri Bangkinang (Cecep Mustafa) penjatuhan pidana penjara selama 9 tahun
terhadap pelaku tindak pidana perkosaan‘itu kurang setimpal dengan apa yang
diterima korban perkosaan, korban tidak saja menderita luka fisik akan tetapi juga
psikis yang selalu dibayang-bayangi oleh kejadian yang menimpa dirinya. Bahkan
beliau (Cecep Mustafa) mengatakan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku
tindak pidana perkosaan perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan pelaku agar
penjatuhan pidana itu memiliki keadilan atau setimpal dengan apa yang diderita

olen korban tersebut. Disisi lain hakim juga memiliki kewenangan dalam
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menambah hukuman tambahan mengingat pertimbangan-pertimbangan yang
diajukan dalam proses persidangan. Beliau menambahkan bahwa hukuman 9

tahun penjara tidak cukup untuk menghukum pelaku perkosaan apalagi jika

Iil da orang lain

ukum pidana

WAy

, hal-hal yang

dalam Putusan

SALNAE

Perlindungan Saksi dan Korban) yang mengatur mengenai perlindungan kepada
korban sebagai orang yang paling dirugikan yang mana dalam hal ini terutama

untuk korban dari tindak pidana perkosaan bahwa korban perkosaan berhak untuk

a. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaannya.
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b. Korban berhak menolak restitusi demi kepentingan pelaku (tidak mau
diberi restitusi).

c. Korban berhak mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya.

d.

e.

f. manapun.

g. an berha : me ﬁ' nakan upaya

h esuai dengan

i eh pendampingan dan mendapatkan nasihat hukum

J. batas waktu

Dari hasil drban menyatakan
bahwa hak-hak or 31 Tahun 2014

proses peraadilan yang mana sikorban diberikan perlindungan dari pengaruh dan
tekanan pelaku. Berbicara mengenai restitusi dan kompensasi korban tidak
mendapatkan sedikitpun. Hal ini telah dikatakan oleh hakim Pengadilan Negeri
Bangkinang bahwa mengenai hal restitusi dan kompensasi bukanlah ranah hukum

pidana. Peradilan pidana hanya mengatur mengenai tindak pidana dan penjatuhan

hukumannya, karena hukum pidana tidak sepenuhnya mencantumkan mengenai

71



ganti kerugian atau upaya perlindungan. Jika korban hendak meminta restitusi
atau kompensasi itu adalah kewenangan dari lembaga perlindungan saksi dan
korban yang mana hanya ada pada ibukota Jakarta. Lebih tegasnya dikatakan
bahwa untuk menuntut hak-atas ganti kerugian ttu harus menempuh jalur
keperdataan.

Dalam. pasal 6 Undang=Undang :“Nomor 13 tahun 2006 tentang PSK
mengatakan korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat diberikan hak
untuk mendapatkan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.-Meskipun tindak
pidana perkosaan tidak dikategorikans sebagai pelanggaran hak asasi manusia
berat, akan tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan rehabilitasi psiko-sosial
adalah bantuan yang diberikan psikolog kepada korban yang menderita traumatis
atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan
korban. Kita tidak bisa memungkiri bahwa korban perkosaan pastilah menderita
traumatis psikis yang berat, yang mana Negara berkewajiban untuk memfasilitasi
korban perkosaan dalam upaya memulihkan kondisi kejiwaan dan traumanya.

Kemudian terkait perlindungan.mendapatkan bantuan medis sebagaimana
kita ketahui bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu
kekerasan seksual, tentunya korban tidak menutup kemungkinan menderita luka
fisik akibat dari kekerasan yang dilakukan pelaku. Oleh karena itu sangat
diperlukan perlindungan berupa bantuan medis kepada korban perkosaan.

Jadi dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa korban berhak mendapatkan

perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang
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Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban sebagai lembaga yang bertanggungjawab untuk
melindungi korban. Dalam hal bukan saja melindungi korban sebagai upaya untuk
memperlancar jalannya proses-persidangan namun lebih menekankan pada upaya
perlindungan untuk memulihkan keadaan korban agar si korban dapat
melanjutkan kehidupannya dimasyarakat.

B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban

Pembahasan mengenai hakikat atau urgensi dari perlindungan hukum
dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang merupakan hal baru
dalam system.peradilan pidana, karena selama ini apabila kita melihat dalam
KUHP tidak secara tegas menyatakan, sehingga dalam pelaksnaannya saksi dan
korban kurang mendapatkan-perlindungan yang memadai.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto berpendapat bahwa yang menjadi
indikator yang  menjadi faktor penghambat dalam upaya diberikannya
perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, yaitu : (Soekanto, 2014)

1. Faktor dari Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan

Dalam hal ini yang menjadi penghambat diberikannya perlindungan
kepada saksi dan korban adalah dari segi undang-undang yang dipakai dalam
proses peradilan. Pada proses penegakan hukum sering dijumpai berbagai undang-
undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksana, padahal didalam
undang-undang tersebut telah diperintahkan demikian (Purbacaraka & Soekanto,

1979, p. 24). Dalam proses peradilan hakim hanya berpedoman pada Kitab
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Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam menjalankan suatu proses
persidangan, dan dapat kita ketahui bahwa KUHAP sendiri tidak banyak
mengatur mengenai hak korban, dengan kata lain korban hanya berperan sebagai
pelengkap saja dalam hal memberikan saksi dan keterangan. artinya taraf
formulasi KUHAP dalam sistem pemberian ganti rugi masih berorientasi pada
pelaku kejahatan dibandingkan -pada korban: Hal inilah yang membuat hakim
tidak dapat-memberikan penetapan dalam memberikan ganti kerugian kepada
korban. Disisi lain, sering kali substansi hukum yang termuat di dalam suatu
produk perundang-undangan dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan
kelompok tertentu sehingga hukum yang dihasilkan_tidak responsif terhadap
perkembangan masyarakat (Arfin & Sambas, 2016, p. 135).

Menurut analisis penulis peraturan yang tidak memiliki kejelasan dalam
hal perumusan pasal-pasalnya akan sangat, '‘mempengaruhi dalam proses
penegakan hukum di Indonesia terkhusus dalam hal memberikan upaya
perlindungan terhadap seseorang yang sepatutnya untuk dilindungi haknya.
Dalam hal ini akan membuat aparat penegak -hukum tidak mudah dalam
menjalankan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam UU dikarenakan adanya
kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapannya didalam prakteknya.

2. Faktor dari Penegak Hukum itu sendiri

Mengenai faktor dari segi penegak hukum itu sendiri Atmosudirdjo,
selama ini kedudukan saksi dan korban yang tidak sebanding dengan peranan
yang dimiliki menjadi suatu sandungan bagi seseorang untuk menjadi seorang

saksi dalam tindak pidana, padahal keberhasilan aparat penegak hukum dalam
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mengungkap tindak pidana sebenarnya sangat tergantung pada peran dan

kontribusi masyarakat yang aktif dalam memberikan informasi dan keterangan

mengenai suatu tindak pidana yang terjadi.

diharapkan
kemanduriannya. dalam memutusl _- , -_ p secara adil dan bijaksana,
Namun mas ya tidz _ :‘- ; ad nyataannya penegak
hukum tidak berjalan ¢ ] embuat aparat
penegak hukt ami~kendala da at tek sional dimasing-

masing penega

penegak hukum kesulitan dalam prakteknya. Jika tidak dilakukannya koordinasi
yang baik antar penegak hukum penulis berpendapat bahwa para penegak hukum
tidak akan dapat menjalankan sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di
dalam UU dan akan sangat berdampak negatif pada penegakan hukumnya.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas
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Menurut pendapat Posner, tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka
tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan denga lancar. Dalam hal ini sarana
dan fasilitas mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan erganisasi yang baik.
Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dalam
mencapal tujuannya. Proses. penerimaansmenjadi penegak hukum sebenarnya
sudah memenuhi syarat menghasilkan namun pada kenyataannya sering kali
proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang
sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga kualitas daripada
anggota penegak hukum perlu dipertanyakan' dan banyak yang tidak sesuali
dengan apa yang telah ditentukan.

Menurut analisisi penulis dalam upaya pemberian perlindungan terhadap
korban dinilai” kurang memadai dikarenakan keberadaan dari Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang hanya dikhususkan berada di
ibukota yaitu hanya ada di Jakarta, sehingga dalam hal ini proses penerapan
Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
tidak dijalankan secara baik . dikakeranakan tidak adanya lembaga yang
mengkoordinirnya di setiap masing-masing daerah. Jika dilimpahkan kepada
hakim, hakim sendiri hanya dapat memberikan upaya perlindungan lewat proses
peradilan, artinya posisi korban hanya berada pada posisi sebagai korban
sekaligus saksi, dan dalam hal restitusi, kompensasi dang anti kerugian adalah

kewenangan dari LPSK sendiri.
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4. Faktor Masyarakat

Dari sudut sosial , seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi
atau lapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta kedudukan dan
peran yang ada. Dalam hal ini;.yang dimaksud-adalah perihal penegakan hukum
yang berasal dari masyarakat sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan
hukum. Dengan memahami_hal=hal ‘tersebut,akan dapat memudahkan penegak
hukum untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-
kaidah yang berlaku dilingkungan tersebut (Soekanto, 2014, p. 47).

Menurut analisis penulis masalah penegakan hukum itu berada pada
lapisan masyarakat tersebut, sehingga diperlukan dasar-dasar tersendiri dalam
setiap stratifikasi sosial dalam memberikan pengetahuan hukum kepada lapisan
masyarakat yang mungkin belum mengerti akan hukum dan akan dapat
memudahkan ‘mereka untuk mengidentifikaskan nilai-nilai hukum dalam
lingkungannya. Jika lapisan masyarakat telah memahami apa itu hukum maka
para pencari keadilan akan mengerti bagaimana ia akan bertindak dalam
mengidentifikasikan “apa yang akan menjadi haknya. Sebagian masyarakat
terkhusus dalam upaya pemberian perlindungan tidak tau akan hak nya akibat
pengetahuan hukum nya yang kurang terhadap lapisan masyarakat sehingga hak
yang menjadi korban sering terabaikan.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Moh. Koesnoe, kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup

nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yakni merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.
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Dalam hal ini, faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah-masalah
system nilai-nilai yang ada ditengah masyarakat. Sehingga pada kenyataannya
akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari
aturan yang berlaku menjadi-jadi. Hal ini membuat masyarakat tidak peduli atau
tidak mau tau terhadap aturan atau undang-undang yang berlaku. Budaya hukum
tidak mau tau dan tidak peduli inilah yang:akan imembuat suatu aturan atau hukum
itu sulit untuk dijalankan.

Menurut analisis penulis adanya budaya hukum yang berkembang di
dalam lapisan _masyarakat akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum.
Dalam hal ini kebudayaan mencakup apa yang dianggap baik dan apa yang
dianggap buruk. Dalam menjalankan proses penegakan hukum sering sekali kita
melihat ada nya proses suap menyuap antar mereka yang berurusan, hal ini sudah
menjadi suatu tradisi dan langkah yang praktis, dalam masyarakat sekarang ini.
Adanya budaya hukum seperti ini akan menunjukkan kelemahan pada budaya
hukum Indonesia dalam penegakan hukum yang ada. Jika budaya suap menyuap
tidak dihilangkan maka sampai kapanpun penegakan hukum tidak akan berjalan
dengan baik sebagaimana yang.telah diamanatkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Jadi, dari kelima (5) faktor diatas dapat disimpulkan bahwa dalam
penegakan hukum terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap
korban perkosaan harus ada keseimbangan antara faktor-faktor yang saling
berhubungan demi tercapainya proses peradilan yang baik sesuai dengan asas

keadilan dan kemamfaatan hukum.
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BAB IV

PENUTUP

. Dalam memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak
pidana perkosaan memiliki beberapa hambatan yang terdiri atas :
a) Dari segi Hukum atau Undang-Undang, adanya kesimpangsiuran
dalam menafsirkan dan menerapkan pasal dalam praktiknya.
b) Dari segi aparat Penegak Hukum, kurangnya koordinasi yang baik

antara setiap aparat penegak hukum yang membuat para penegak
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hukum menjalankan tugasnya tidak berjalan sebagaimana
mestinya.

c) Dari segi Sarana dan Fasilitas, kurangnya tenaga pendidikan dan

ahami apa

andi ﬂ" asikan  diri

o
&
@ oskan diri dari
& _

“7 asyarakat tidak
yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan da i e iak as, maka penulis

.uﬁ. da ang-Undang Nomor 31
Tahun 2014 tentang 1 an Saksi dan Korban selain pada KUHAP.
2. Sebaiknya diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan aparat penegak

hukum mengenai kesadaran hukum dan pentingnya pemberian

perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.
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